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PERATURAN MENTERI 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2012 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang 
Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan suatu Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan 
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012,No.589 2 

  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24  Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2011;  

  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81  Tahun 2010 
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  

  6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

  7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 

  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 4 Tahun 2011; 

  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria 
dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 

    
MEMUTUSKAN: 

    
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH. 

 
Pasal 1 

  Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah sebagaimana terlampir dalam Peraturan 
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
ini. 

   
Pasal 2 

  Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan 
panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan: 

a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang 
lingkup evaluasi; 

b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang 
digunakan dalam evaluasi; 

c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam 
proses evaluasi; dan 

d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme 
pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya. 

   
Pasal 3 

  (1) Di dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Pemerintah 
Provinsi. 

(2) Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja diatur oleh Deputi Bidang 
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur atas nama Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

   
Pasal 4 

  (1) Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah menjadi bahan acuan bagi Kementerian/ 
Lembaga/Pemerintah Daerah dalam menyusun petunjuk 
pelaksanaan evaluasi unit organisasi internal di masing-masing 
instansi pemerintah tersebut. 

(2) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi 
internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
masing-masing Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau 
oleh suatu Tim Lintas Unit Kerja yang secara khusus diberi 
tugas oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah. 
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(3) Iktisar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi 
internal, setiap tahun dilaporkan kepada Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q. 
Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, paling 
lambat akhir bulan September. 

   
Pasal 5 

  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Mei 2012 
 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
AZWAR ABUBAKAR 

 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 8 Juni 2012 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
AMIR SYAMSUDIN 
 
 
 
 
*belum dalam bentuk lembaran lepas 
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